BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATORI
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATORB]I,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6856);

6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintgh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi {(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017
Nomor 8};

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
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Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

P

2.
3.

w

10.

11,

12,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wakatobi. _
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sealnjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan. _
Pembijayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama
satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kelaikan atau penurunan Saldo
Anggaran lebih Tahun Pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, Utang, dan ekuitas dana pada
suatu tanggal tertentu.

Laporan operasional adalah laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan

yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
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13. Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi penerimaan kas, perubahan kas bersih dan
pembayaran kas yang meliputi kegiatan operasi, investasi dan kegiatan pendanaan dalam kurung waktu 1 (satu) periode

tertentu.
14. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan jumlah modal

pada periode tertentu. — ) .
15. Catatan Atas Laporan Keungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi

tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang merr_ladai. _ _ _
16. Sisa Lebjh Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal2
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan
memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

® ™0 a0 gop

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
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Pendapatan Rp834.194.703.703,00
b. Belanja Rp894.576.296.871 ,00

p:

Surplus/ defisit (Rp60.381.593.168,00}

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp196.248.713.570,58

2. Pengeluaran Rp 7.900.000.000,00

Rp188.348.713.570,58
Rpl127.967.120.402,58

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pasal 4

Urajan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp13.185.229.222,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp821.009.474.481,00

Rp834.194.703.703,00

Selisih lebih/(kurang) (Rp13.185.229.222,00)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp77.042.353.649,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp971.618.650.520,00

Rp894.576.296.871,00

Selisih lebih/(kurang) Rp77.042.353.649,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp90.227.582.871,00) dengan rincian sebagai berikut:
(Rp150.609.176.039,00)

1. Anggaran pendapatan
2. Realisasi

1. Anggaran Belanja
2. Realisasi

1. Surplus/Defisit
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(Rp60.381.593.168,00)
(Rp90.227.582.871,00)

2 Realisasi

Selisih lebih /(kurang)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp37.739.537.531,58) dengan rincian sebagai

berikut:

1. Anggaran penérimaan pembiayaan Rpi58.509.176.039,00

Rpl96.248.713.570,58
(Rp37.739.537.531,58)

2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp7.900.000.000,00

Rp7.900.000.000,00
Rp0,00

e.
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
f.  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan hetto sejumlah (Rp37.739.537.531,58) dengan rincian sebagai berikut:
Rp150.609.176.039,00

Rp 188.348.713.570,58
(Rp37.739.537.531,58)

1. Anggaran pembiayaan netto

2. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Pasal5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai

berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Rpl196.248.713.570,58
Rpl196.248.713.570,58
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Rpl127.967.120.402,58
Rp0,00
Rp0,00
Rpl27.967.120.402,58

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-Lain

Saldo anggaran lebih akhir

BB BB

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Rp2.189.125.945.881,98

Rpl10.871.172.750,00
Rp2.178.254.773.131,98

a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
Rp945.347.643.221,24

Rp825.375.957.515,61
Rpl19.971.685.705,63
(Rpl1.784.357.211,57)
Rp0,00

Rpl108.187.328.494,06

a. Pendapatan-L.O

b. Beban-LO

¢. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasi-LO

d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa-LO
Surplus/defisit-LLO

0
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Pasal 8
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp196.248.713.570,58

Rpl 17.830.335.852,00

b. Arus kas dari aktivitas operasi

¢. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp186.111.929.020,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00

€. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp0,00

i

Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp127.967.120.402,58

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2023 sebagai berikut:
Rp2.054.511.721.065,88

Rp108.187.328.494,06
Rp15.555.723.572,04
Rp2.178.254.773.131,98

a. Ekuitas awal

b. Surplus/defisit-LO

¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d

Ekuitas akhir

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
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Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. Lampiran |
Lampiran 1.1
Lampiran [.2
Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

=3

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

o o

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

>R oo

Lampiran VIII
Lampiran IX

bk

Lampiran X
k. Lampiran Xi

Ry
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: Laporan realisasi anggaran terdiri atas:
. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemelintahan daerah dan organisasi,
. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

. Rekapitulasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, progfam, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, dan jenis pendapata!l, belanja, dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, olganisasi, program, kegiatanl dan

sub kegiatan;

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: Laporan operasional,

: Laporan perubahan ekuitas;

: Neraca,

: Laporan arus kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;




A=

Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

—_—

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX : lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1 : lkhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bupati Wakatobi menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
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Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Wakatobi.

Iet—-
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Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal [ -4~ 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOB],
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI! TAHUN 2024 NOMOR 25
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Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal \V~-9 - 2024

BUPATI WAKATOB],

HAINIANA




